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ABSTRAK 

 Tujuan daripada penelitian ini diantaranya yaitu: a) Untuk mengetahui 

ketentuan jual beli tanah adat masyarakat Minangkabau berdasarkan hukum adat 

& positif; b) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jual beli tanah adat 

masyarakat Minangkabau berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Pendekatan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu secara doctrinal, hal ini didasarkan bahwa 

hukum dianggap sebagai norma tertulis dan diundangkan oleh lembaga ataupun 

pejabat yang memiliki wewenang.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tanah 

ulayat diperbolehkan untuk berpindah kepemilikkannya dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku dengan landasan hukum adat Minangkabau. Pengalihan 

tanah ulaya melalui gadai statusnya bersifat sementara berdasarkan kesepakatan 

para pihak terkait dan dapat dilakukan penebusan suatu waktu apabila diperlukan. 

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan bagian daripada harta pusaka tinggi, hal 

ini berarti tidak dapat dilakukan jual beli sepenuhnya (mutlak) dikarenakan tanah 

ulayat dengan status gadai wajib ditebus kembali oleh pihak keluarga termasuk 

diantaranya pemberi maupun anggota kelaurga dengan status sebagai pemilik 

daripada tanah ulayat hingga statusnya semula menjadi kepada pemilik. Status 

kepemilikkannya berdasarkan anggota keluarga dan jika anggota keluarga 

menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat tersebut wajib memperoleh 

persetujuan dari keluarga. Anggota keluarga adalah pemilik tanah ulayat sehingga 

mamak kepala waris dapat memberikan izin terkait pemanfaatannya. Keberlakuan 

hokum adat Minangkabau dna hokum positif dapat dilihat daripada keterangan 

Pasal 5 UUPA menjelaskan: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan 

ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 

dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam 

undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.  

Indonesia tidak menganut sistem preseden, putusan-putusan hakim khususnya 

Mahkamah Agung ikut berperan dalam pembentukan hukum nasional. 

Penyelesaian sengketa jual beli tanah adat dilakukan pada sistem hukum adat 

yang berlaku dan juga dapat melalui Pengadilan Agama sebagaimana kesepakatan 

para pihak 

 

Kata Kunci:  Hukum Adat, Jual Beli Tanah Ulayat, Penyelesaian Hukum 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research include: a) To find out the provisions of the 

sale and purchase of customary land of the Minangkabau community based on 

customary & positive law; b) To find out the process of dispute settlement of the 

sale and purchase of customary land of the Minangkabau community based on 

customary law and positive law. The research approach carried out by the 

researcher is doctrinal, this is based on the fact that the law is considered a 

written norm and promulgated by institutions or officials who have the authority. 

The results obtained are that customary land is allowed to change ownership with 

the terms and conditions that apply on the basis of Minangkabau customary law. 

The transfer of customary land through pawning has a temporary status based on 

the agreement of the parties concerned and can be redeemed at any time if 

necessary. Customary land in Minangkabau is part of high inheritance, this 

means that buying and selling cannot be done completely (absolutely) because 

customary land with pawn status must be redeemed by the family including the 

giver and family members with the status of the owner of the customary land until 

its status back to the owner. Ownership status is based on family members and if 

family members use or utilize the ulayat land, they must obtain approval from the 

family. Family members are the owners of ulayat land so that the mamak of the 

head of the heirs can give permission regarding its use. The applicability of 

Minangkabau customary law and positive law can be seen from the statement of 

Article 5 of the LoGA which explains: "Agrarian law that applies to earth, water 

and space is customary law, as long as it does not conflict with national and state 

interests, which is based on national unity, with Indonesian socialism. as well as 

the regulations contained in this law and with other laws and regulations, 

everything by taking into account the elements that rely on religious law". 

Indonesia does not adhere to a precedent system, the decisions of judges, 

especially the Supreme Court, play a role in the formation of national law. 

Settlement of disputes over the sale and purchase of customary land is carried out 

in the applicable customary law system and can also be through the Religious 

Courts as agreed by the parties 

 

Keywords: Customary Law, Sale and Purchase of Communal Land, Legal 

Settlement 

 


